LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.253, 2017

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

ADMINISTRASI. Badan Pengelola Keuangan Haji.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110 TAHUN 2017
TENTANG

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4),

Pasal 30 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji,

perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan

Pengelola Keuangan Haji;

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5605);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENGELOLA
KEUANGAN HAJI.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.

Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban
pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait
dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua
kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak
dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari
jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak
mengikat.

Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya
disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan
pengelolaan Keuangan Haji.

Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang
melaksanakan  perencanaan, pelaksanaan serta
pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi
perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban
dan pelaporan Keuangan Haji.

Pegawai BPKH adalah warga negara Indonesia yang
karena keahliannya diangkat sebagai pegawai di
BPKH.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Presiden ini dibentuk BPKH.

(1)

Pasal 3
BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

merupakan badan hukum publik berdasarkan

www.peraturan.go.id



(2)

(1)

(2)
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Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji.

BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden

melalui Menteri.

Pasal 4
BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal
3 berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota
negara Republik Indonesia.
BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor

cabang di kabupaten /kota.

Pasal 5

Organ BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan

Pengawas.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 6
Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang
berasal dari unsur profesional.
Anggota Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden.
Anggota Badan Pelaksana diangkat untuk jangka
waktu S (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.
Anggota Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk

oleh Presiden.

Pasal 7
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari

unsur profesional.
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(2)

(3)

(4)

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur pemerintah dan 5
(lima) orang dari unsur masyarakat.

Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur

pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas:

a. 1 (satu) orang dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agama; dan

b. 1 (satu) orang dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.

Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh

Presiden.

Pasal 8

Pemilihan anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan

Pengawas oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (4) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG BADAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 9

Badan Pelaksana memiliki fungsi perencanaan,

pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan

Keuangan Haji.
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Bagian Kedua

Tugas

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi perencanaan Keuangan Haji

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Pelaksana

bertugas:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

merumuskan kebijakan;
menyiapkan rencana strategis; dan
menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan,

pengelolaan Keuangan Haji.

Pasal 11

Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a didasarkan pada:
a. kemampuan Keuangan Haji;
b. perkembangan ekonomi; dan
c. hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan

ibadah haji.
Kemampuan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
pada  ayat (1) huruf a, diukur  dengan
mempertimbangkan paling sedikit aspek likuiditas,
rentabilitas, solvabilitas, dan saldo Keuangan Haji.
Untuk merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Badan Pelaksana berkoordinasi dengan
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama dan/atau
kementerian/lembaga non kementerian terkait.
Badan Pelaksana wajib menyampaikan rumusan
kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan
penilaian dan persetujuan.
Dalam hal Dewan Pengawas menyetujui rumusan

kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
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